
3. Undang-Undang . 

a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat clan mencegah 
penularan penyakit hewan kepada manusia serta mengantisipasi 
rnerebaknya kasus penyakit Avian Influenza {flu burung) di 
Kabupaten Jembrana perlu melakukan langkah pencegahan dan 
perlindungan berupa penutupan lalu lintas ternak; 

b. bahwa sesuai hasil rapat Sekrcraris .' Ketua Pelaksana Harian 
Komnas FBPI Hari Karnis Tanggal 16 Agustus 2007 di Ruang 
rapat Jimbarwana Lantzi 11 Kantor Bupati Jernbrana Perihal 
Penanganan lalu lintas unggas, Penutupan sementara pernasukan 
dan pengeluaran unggas di Kabuoaten Jernbrana: 

c. bahwa ber.lasarkan pcnimbangan huruf a dan huruf b, dan unruk 
tetap sebagai daerah bebas kasus penyakit Avian Influenza (AJ), 
menetapkan Peraiuran Bupati tentang Pernasukan dan 
Pengeluaran Unggas di Kabupaten Je.nbrana; 

I. Undang-Undang Nornor 69 Tahun 1958 tentang Pernbentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 
l Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 
122, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1655): 

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 196 7 tentang Ketentuan - 
ketentuan Pokok Peternakan dan Kesenatan Hewan l Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nornor I 0, Tarnbahan 
Lcmbarun Negara republik Indonesia Nomor 2824 ); 
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MEMUTUSKAN . 

7. Peraturan Pemerintah Nomor l 5 Tahun \ 977 tentang 
Penolakan, Pcnccgahan, Pemberantasan dan Pe agobatan 
Penyakit Hcwan ( l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nornor 28, Tambahan l.cmbaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 3253 ), 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan 
Masyarakat Veteriner (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun l 983 Nomor 28, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Nornor 3253)~ 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina 
Hewan (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 
Nomor 161 )~ 

IO. Peraturan Gubemur Bali Nomor 44 Tahun 2005 Tentang 
Penutupan Sernentara, mernasukan dan Transit Unggas dari luar 
Pulau Bali 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina 
Hewan, Ikan dan Turnbuhan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 3482); 

4. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan l.ernbaran Negara Republil: Indonesia 
Nomor 3821 )~ · 

5. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara 
Repub\ik Indonesia Nomor 4389)~ 

6. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia 
Nomor 443T), sebagairnana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
( Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 108, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) 



Pasal 8 . 

Pasal 7 

Dengan bcr lakunya Pcraturan Bupati ini rnaka Peraturan Bupati 
Nornor '.24 Tahun :2007 tcntung Pcnutupan Sernentara Pemasukan 
dan Pengcluaran Unggas (Aves) dan Produksinya di Kabupaten 
Jembrana, dinyatakan tidak bcrlaku lagi. 

Pelarangan sebagairnana dimaksud pasal 2 dan 3 tidak terrnasuk : 

( 1 ). DOC, tclur konsumsi, karkas ayarn basil produksi dari 
Kabupaten Jernbrana harus mendapat rekomendasi Surat 
Keterangan Kesehatan Hewan dari Dinas Pcrtanian, 
Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jernbrana. 

(2) DOC, telur tetas dan karkas ayam yang datang dari luar 
Kabupaten Jcrnbrana harus menunjukan Surat Keterangan 
Kesehatan Hewan dan Asal dari Daerah seternpat. 

Pasal 5 

Pemasukan dan pcngeluaran unggas di Kabuparen Jembrana dapat 
dilaksanakan kembali setelah Kabuparen Jernbrana dinyatakan 
bebas dari kasus Flu burung/ Avian Influenza (Al). 

Pasal 6 

Menugaskan kcpada Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan 
Kelautan Kabupaten Jembrana untuk rnelaksanakan Peraturan 
Bupati ini scbaik-baiknya. 

Pasal 4 

Setiap orang dilarang memasukan dan mengeluarkan unggas di 
Kabupaten Jernbrana. 

Pasal 3 

Pasal 1 

Menutup sernentara pernasukan dan pengeluaran unggas di 
Kabupaten Jembrana. 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Bupati adalah Bupati Jembrana; 

2. DOC adalah anak ayam yang berurnur I (satu) hari baik Parent 
Stock rnaupun Final Stock; 

3. Unggas adalah jenis burung, a yam, itik.entog, angsa. 

Pasal I 
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Pasal 8 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jembrana ~ 
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